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ABSTRAK 
Nama Penyusun  :  ANDI SYAMSUL BAHRI 
Nim   :  104000110002 
Judul skripsi   :  Budaya Kawin Paksa  di Desa Cenrana,  Kec. Kahu Kab. 
Bone (analisis efektifitas undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI) 
 
 Perkawinan merupakan suatu akad yang mengandung kebolehan melakukan 
hubungan seksual dengan memakai (lafaz) nikah atau tazwij. Hukum islam mengatur 
perkawinan secara mendetail, dimulai dari cara mencari pasangan sampai pada 
berlangsungnya pernikahan. Pada pelaksanaan pernikahan dikampung di Desa 
Cenrana Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Dalam upacara perkawinan adat 
masyarakat bugis yang disebut appabbottingeng  ritana ugi terdiri atas beberapa 
tahap kegiatan,  kegiatan-kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang berurutan yang 
tidak boleh saling tukar menukar, kegiatan ini hanya dapat dilakukan oleh masyarakat 
bugis Bone yang betul-betul masih memelihara adat istiadat. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan di Desa Cenrana Kecamatan 
Kahu Kabupaten Bone yang di tinjau dari undang-undang perkawimnan Nomor 1 
Tahun 1974 dan KHI, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 
wawancara dan koesioner, sifat penelitian adalah deskriptif analitik, yaitu suatu 
penelitian yang bertujuan memmberikan gambaran tentang adanya pernikahan karena 
paksaan, maka Secara hukum kawin paksa adalah perkawinan yang dilaksanakan 
tanpa didasari atas persetujuan kedua calon  mempelai, hal ini bertentangan dengan 
pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Perkawinan harus 
didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pernikahan karena paksaan, bahwa 
pernikahan karena paksaan terjadi dikarenakan orang tua yang tidak menginginkan 
harta mereka jatuh ketangan orang lain, oleh sebab itu mereka menjodohkan anaknya 
dengan keluarga atau kerabat dekat mereka.   
Pernikahan karena perjodohan yang tidak dilandasi unsur sukarela 
mengakibatkan pernikahan tersebut tidak dapat bertahan lama. Pasangan suami istri 
terus mengalami pertengkaran yang tiada hentinya. Sehingga tujuan awal pernikahan 
untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahma tidak dapat terlaksana, 
Adanya rasa trauma terhadap anak. Rasa trauma yang dialami oleh anak akibat 
kegagalan dari pernikahannya mengakibatkan anak tersebut enggan lagi untuk 
menjalani bahtera rumah tangga. Anak akan menganggap pernikahan  itu seperti 
neraka dan enggan untuk menikah dikarenakan takut mengalami kegagalan, Tingkat 
perceraian semakin meningkat. 
  
 
 
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Perkawinan adalah langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga. hampir 
di semua kelompok masyarakat, perkawinan tidak hanya merupakan masalah indifidu 
antara seorang laki laki dan perempuan, yang telah sepakat untuk hidup bersama  
dalam sebuah keluarga. Perkawinan merupakan perpaduan antara banyak aspek yaitu 
nilai, budaya, dan agama. Perbedaan budaya dalam suatu masyarakat menyebabkan 
proses perkawinan serta pemilihan pasangan akan berbeda antara satu kelompok 
masyarakat dengan masyarakat lainnya. Hampir di setiap agama memiliki aturan 
tentang perkawinan.
1
 Perkawinan menurut syara yaitu akad yang ditetapkan syara 
untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan 
menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.
2
 Sedangkan nikah 
menurut istilah ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan 
seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.
3
 
Islam merupakan agama yang paling lengkap dalam memberikan tuntunan 
pada para pemeluknya. Baik itu tuntunan yang sudah disyariatkan langsung maupun 
tuntunan yang berupa sunnah Rasul. Salah satu sunnah Rasul yang sampai sekarang 
dilakukan oleh manusia adalah menikah. Karena manusia juga memang diciptakan 
                                                          
1
Komnas Perempuan, Laporan Kepada CEDAW Point 63-64. 
2
Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, Fath al-Wahhab,(Singapura: Sulaiman Mar‟iy, t.t.), juz 2, 
h. 30. 
3
Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh, jilid 2  (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), , h. 37.  
2 
 
oleh Allah SWT untuk saling berpasang-pasangan, sebagimana firman Allah SWT 
yang berbunyi : ( QS.Yasin : 36 )
4
       
  
                             
     
Terjemahnya : 
“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik 
dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang 
tidak mereka ketahui”  
 
Orang yang telah mampu baik materi maupun non materi dianjurkan juga 
untuk menikah. Karena hal itu akan dapat menjaga seseorang untuk menjauhi hal-hal 
yang negatif yang penuh dengan nafsu syahwat. Abu Hurairah radhiallahu anhu 
berkata : Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam bersabda: 
ىَّت اح ُمِّياْلْا ُح اكُْنت الَ  ُحاكُْنت الَ او ار اْمأاتُْست  ان اْذأاتُْست ىَّت اح ُرِْكبْلا  ِ َّاللّ الىُس ار ااي اُىلااق 
 تُكْسات ْناأ الااق ااُهنِْذإ افْي اك او ‏‎   
Artinya : 
“Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya 
dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin 
darinya.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?” 
Beliau menjawab, “Dengan ia diam.” (HR. Al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 
1419).
5
 
 
                                                          
4
DEPAG RI, Terjemahan al-qur’an (Revisi Terjemah Lajnah Pantashi Mushab al-Qur‟an, 
Departemen Agama RI, toha putra. Semarang, 1989, h. 42 
5
Al-imam Muhammad Bin Ismail  Amiril Yamani, subulussalam  syarh bulughul maram 
(Beirut: Dar al khotob Al-Ilmiah  2006) h. 121. 
3 
 
Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan 
mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan 
agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk 
memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam jiwanya, melainkan untuk meraih 
ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dengan di 
landasi cinta dan kasih sayang yang dalam. Disamping itu untuk menjalin tali 
persaudaraan diantara dua keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan 
berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa Islamiyah. 
Akan tetapi kadang sesuatu yang sakral tersebut dijadikan sebuah permainan 
bagi segelintir orang sehingga mengkaburkan makna pernikahan itu sendiri sebagai 
suatu yang agung, indah dan suci. Menurut ajaran Islam, syarat rukun nikah adalah 
meliputi (adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali atau orang 
tua mempelai wanita, mahar, ijab kabul dan dua orang saksi). Semua itu tak lepas dari 
adanya tujuan hakiki dari pernikahan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang 
sakinah, mawaddah, dan warahmah.
6
 
Terkait perkawinan itu sendiri di Indonesia sudah diatur dalam sebuah 
peraturan yang berkenaan dengan permasalah perkawinan, termasuk juga orang Islam 
yang berpedoman pada ketentuan yang bersifat umum, seperti digariskan dalam 
Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mempunyai 
aturan dan hukum khusus yang harus diberlakukan dan diterapkan yaitu Kompilasi 
                                                          
6
Muhammad Asnawi, Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan, Darussalam Perumgiya 
Suryo, (Cet 1; Yogyakarta Maret 2004), h. 19 
4 
 
Hukum Islam (KHI). Akan tetapi, ketika sebuah pernikahan tersebut telah terpenuhi 
syarat rukunnya maka pernikahan tersebut sah menurut ajaran Islam meski dilakukan 
secara siri. Mengenai sahnya perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat 1 undang undang 
No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi „perkawinan adalah sah, apabila 
dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu.
7
 
Kemudian dalam Pasal 4 KHI berbunyi ”Perkawinan adalah sah apabila 
dilakukan menurut hukum Islam. 
Hidup berkeluarga secara normal dalam perkawinan merupakan hak dan 
kebutuhan setiap manusia. Oleh karena itu wajar apabila sebelum memasuki 
kehidupan rumah tangga, baik lelaki maupun perempuan menggunakan banyak 
pertimbangan dalam memilih dan menentukan jodoh. Tidak sedikit ditemukan kasus-
kasus ditengah masyarakat mengenai rusaknya sebuah kehidupan berumah tangga 
yang dilatar belakangi oleh kesalahan dalam memilih pasangan hidupnya. Hal 
tersebut antara lain disebabkan oleh perbedaan calon pasangan yang hendak 
melangsungkan perkawinan dan pihak-pihak keluarga seperti orang tua, yang menilai 
kalau kedua calon mempelai tidak seimbang atau salah satu pihak sebelumnya 
dipaksa oleh keluarga atau orang tuanya, yang kemudian dikenal dengan kawin 
paksa. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kawin paksa adalah tindakan orang tua 
atau wali yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pasangan pilihannya tanpa 
ada persetujuan atau kerelaan si anak. Dalam konsep perkawinan Islam sendiri tidak 
                                                          
7
Undang Undang Perkawinan Di Indonesia, Arkola, Surabaya, tt, h. 7 
5 
 
ada paksaan bagi seseorang untuk menikah dengan pilihan orang tuanya. 
Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-nisa Ayat 19  yang berbunyi: 
                               
                                
                       
 Terjemahnya : 
“ Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita 
dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak 
mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, 
terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah 
dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka 
bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah 
menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. 
 
Dalam Pasal 1 Bab I Undang undang No. I Tahun 1974 di sebutkan bahwa 
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan ketuhanan yang maha esa.  
Dari uraian pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa menurut undang 
undang ini perkawinan barulah ada apabila  dilakukan oleh seorang pria dan seorang 
wanita dan tentunya tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam 
perjanjian itu dua orang pria saja (homo seksual) atau dua orang wanita saja (lesbian). 
Dalam undang undang No. I tentang perkawinan juga di tentukan prinsip-prinsip atau 
asas-asas mengenai perkawimnan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Asas-asas atau prinsip-
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prinsip yang tercantum dalam undang undang ini adalah : tujuan perkawinan adalah 
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itulah suami istri perlu membantu 
agar masing-masimng dapat mengembangkan kepribadiannya sehinga tercapai 
kesejahteraan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama 
dan kepercayaannya dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus di catat menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, undang-undang ini menganut prinsip 
bahwa calon suami itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan 
perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan  perkawinan secara baik tanpa berakhir 
pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah 
adanya perkawinan antara calon suami istri di bawah umur.
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Mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan undang-undang perkawinan No. 1 
Tahun 1974 telah mengaturnya pada Bab 11 tepatnya pada pasal 6 sampai pasal 12  
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : di dasarkan pada persetujuan bebas 
antara calon suami dan calon istri yang berarti tidak ada paksaan dalam perkawinan, 
pada asasnya perkawinan itu adalah satu istri bagi satu suami dan sebaliknya hanya 
satu suami bagi satu istri, kecuali mendapat dispensasi dari pengadilan agama dengan 
syarat-syaratnya yang berat untuk beristri lebih dari satu dan harus ada ijin dari istri 
pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan 
hidup istri-istri dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap 
istri-istri dan anak-anak mereka.  
                                                          
8
Moch. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinnan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 54. 
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Dalam hukum agama suatu prinsip kebebasan kemauan dalam masalah 
memilih pasangan untuk membentuk suatu keluarga sama sekali tidak bertentangan 
dengan Al-Qur‟an, persetujuan dari pihak laki-laki maupun perempuan sangatlah 
penting dalam sebuah perkawinan, karena perkawinan itu sendiri merupakan ikatan 
atau kesepakatan suci antara suami dan istri secara ma‟ruf.9 Menurut abu hanifa dan 
abu yusuf kerelaan seorang perempuan untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki 
ditandai dengan kedewasaan, dan kedewasaan menurut mereka diukur dari sisi 
apakah dia sudah balik dan  berakal atau belum, jadi seorang perempuan tanpa 
melihat statusnya gadis atau janda, dapat di nyatakan sebagai dewasa apabila dia 
sudah balik dan berakal. Dalam hal seperti ini seorang perempuan berhak baik secara 
langsung dirinya sendiri atau mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan akad,
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dengan kata lain dia berhak mengucapkan ijabnya dan atau berhak pula 
mewakilkannya kepada orang lain. 
Munculnya istila kawin paksa tidak lepas dari adanya pemahaman yang 
berkembang dalam masyarakat-masyarakat mengenai hak ijbar yang dimiliki oleh 
para orang tua atau wali, dimana hak ijbar di artikan sebagai hak atau kekuasaan 
orang tua, untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari 
pihak yang bersangkutan. 
B.  Rumusan Masalah 
                                                          
9
A.Rahman I Doi, Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan (Jakarta : Raja Grafindo 
Persada, 1996), h. 221. 
10
KH, Husein Muhammad, fikih perempuan, „‟Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan 
Gender‟‟ (Yogyakarta: LKIS 2001), h. 79. 
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Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka persoalan pokok yang menjadi 
kajian utama dalam penelitian ini adalah “bagaimana budaya Kawin Paksa  analisis 
efektifitas undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI”. Pembahasan 
berikutnya akan dirumuskan dalam beberapa sub masalah, adapun sub masalah yang 
penulis angkat adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengertian kawin paksa ? 
2. Bagaimana dampak yang terjadi di masyarakat Desa cenrana akibat 
perkawinan paksa? 
3. Bagaimana tinjauan undang-undang perkawinan No. I Tahun 1974 terhadap 
perkawinan paksa dan KHI ? 
C.  Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian 
Kawin paksa ialah suatu perkawinan yang terjadi karena adanya unsur 
paksaan dari orang lain yang dalam hal ini adalah orang tuanya, dimana orang tua 
memaksa anaknya untuk menikah dengan orang pilihannya tanpa adanya persetujuan 
atau kerelaan dari anaknya tersebut. perjodohan yang di paksakan yang biasa disebut 
kawin paksa dalam bahasa indonesia berasal dari dua suku kata yaitu kawin dan 
paksa, kawin dalam kamus bahasa indonesia berarti perjodohan antara laki-laki dan 
perempuan sehingga menjadi suami dan istri sedangkan paksa berarti perbuatan 
tekanan desakan dan sebagainya yang mengharuskan mau tidak mau atau harus 
sedangkan dalam kamus ilmiah popular paksa adalah mengerjakan sesuatu yang 
diharuskan walaupun tidak mau. 
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Pengertian kawin paksa menurut hukum positif Undang-undang No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan yang merupakan sumber hukum positif bagi umat muslim 
di Indonesia menganut prinsip atau asas kesukarelaan dalam perkawinan sebagaimana 
yang telah di anut oleh hukum islam sendiri mengenai kesukarelaan dalam 
perkawinan. 
Menurut  Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Desa, 
disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui 
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari 
perangkat daerah kabupaten/kota, dan Desa bukan merupakan bagian dari perangkat 
daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih 
luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya 
menjadi kelurahan. 
Dalam Pasal 6 ayat 2 undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
dijelaskan bahwa perkawinan haruslah di dasarkan pada persetujuan kedua calon 
mempelai dan persetujuan tersebut haruslah dilaksanakan atas kehendak bebas tanpa 
paksaan dari calon mempelai pria maupun wanita untuk melaksanakan perkawinan. 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang 
ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi 
hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat 
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dan hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal 
ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. KHI disusun 
melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial 
politik terjadi di negeri ini dari masa ke masa. 
Adapun ruang lingkup penelitian ini hanya membahas mengenai  budaya 
kawin paksa  di Desa Cenrana  Kec. Kahu Kab. Bone (analisis efektifitas undang-
undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI).  
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan dari  penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui lebih dalam tentang Pengertian perkawinan Paksa. 
2. Untuk mengetahui dampak yang terjadi di masyarakat  Desa Cenrana Kec. 
Kahu. Kab. Bone akibat  kawin paksa. 
3. Untuk mengetahui tinjauan undang undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan 
KHI terhadap perkawinan paksa  
Dari penelitian ini di harapkan pula dapat memberi kegunaan sebagai berikut 
: 
1.  Memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana budaya kawin paksa 
analisis efektifitas undang undang perkawinan dan KHI, yang nantinya dapat 
di amalkan dalam kehidupan. 
2. Menambah pengetahuan masyarakat mengenai kawin paksa menurut undang 
undang  perkawinan dan KHI. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Perkawinan 
1. Pengertian Perkawinan  
 Dalam bahasa Indonesia  perkawinan berasal dari kata „kawin‟ yang 
menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan 
hubungan kelamin atau bersetubuh.
1
 Perkawinan disebut juga pernikahan berasal dari 
kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan 
digunakan untuk arti bersetubuh.
2
 Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti 
persetubuhan juga untuk arti akad nikah.
3
 
 Menurut hukum Islam nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan 
membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan 
seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim. Jadi maksud pengertian tersebut 
adalah apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat untuk membentuk 
suatu rumah tangga maka hendaknya keduanya melakukan akad nikah lebih dulu.
4
 
 Menurut sebagian ulama hanafiyah nikah adalah akad yang memberikan 
faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang senang secara sadar (sengaja) 
                                                          
1
 Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994 ), cet, ke 3 edisi 
kedua, h. 456. 
2
 Muhammad Bin Ismail Al Kahlani, Subul Al-Salam, (Bandung : Dahlan ) jilid 3, h. 109. 
3
 Wahbah al-zuhaili, al-fiqih al-islami wa adillatuh, (Beirut : Dar Al Fik, 1989), cet ke 3 h. 
29. 
4
 Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-
Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata/Bw, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), h. 21. 
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bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan 
biologis. Sedangkan menurut sebagian mazhab maliki, nikah adalah sebuah ungkapan 
(sebutan) atau title bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih 
kenikmatan seksual semata-mata.
5
 
 Defenisi perkawinan dalam fikih memberikan kesan bahwa perempuan 
ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. yang dilihat pada diri 
wanita adalah aspek biologisnya saja. Bahkan mahar yang semula pemberian iklas 
sebagai tanda cinta seorang laki-laki kepada perempuan juga didefenisikan sebagai 
pemberian yang mengakibatkan halalnya seorang laki-laki berhubungan seksual 
dengan wanita. Implikasi yang lebih jauh akhirnya perempuan menjadi pihak yang 
dikuasai oleh laki-laki seperti yang tercermin dalam berbagai peristiwa perkawinan.
6
 
 Berdasarkan defenisi tersebut diatas perkawinan merupakan akad yang 
sangat kuat atau ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 
suami istri untuk menaati perintah tuhan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan tuhan yang maha esa, meneruskan 
kehidupan manusia dan masyarakat, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial 
serta memperbaiki hubungan kekerabatan sesuai dengan ajaran agama masing-
masinmg. 
                                                          
5
 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2011), h. 4. 
6
 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, (JAkarta: Rajawali Pres, 2006), h. 
153.  
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 Perkawinan tidak hanya menjadi aktifitas sosial saja tetapi juga memiliki 
nilai-nilai sajara. Perkawinan merupakan ikatan social atau ikatan perjanjian hukum 
antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan merupakan suatu pranata 
dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan pribadi biasanya intim dan 
seksual. Menurut William gode merupakan institusi penting bagi terbentuknya unit 
masyarakat terkecil yaitu keluarga, pendapat ini dipertegas dengan pernyataan 
dibawah ini: 
“Dalam perspektif sosiologis, perkawinan pada hakekatnya merupakan bentuk 
kerja sama kehidupan antara pria dan wanita dalam masyarakat di bawah 
suatu peraturan khusus atau khas yang memiliki cirri-ciri tertentu, sehingga si 
pria bertindak dan mmerupakan suami, sedangkan wanita bertindak dan 
merupakan istri, keduanya merupkan ikatan yang sah”. 
 Perkawinan menurut Islam  yaitu akad yang sangat kuat atau mitsakan 
galizah untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
7
 
Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang 
wanita untuk membentuk keluarga bahagia, berdasarkan pasal 2 kompilasi hukum 
islam disebut bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah akad yang sangat kuat 
atau mitsakan galizah untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan 
ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 
sakinah, mawaddah, warahma (pasal 3 kompilasi hukum islam). 
 Ikatan batin merupakan suatu ikatan yang tidak nyata, walaupun tidak nyata 
tetapi ikatan batin harus ada. Karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan 
                                                          
7
 Ahmad Kubaisi, Al-Wajiz, (Baghdad: Jamilah Bagdad, 1990), h. 40. 
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sangat rapuh sekali, ikatan ini menggabungkan hubungan batin antara laki-laki dan 
wanita dengan berbagai perasaan sebagai penghubung seperti cinta, rindu dan kasih 
sayang serta perasaan lain yang saling membutuhkan satu sama lainnya.  
 Kedua ikatan diatas, merupakan pokok dari perkawinan sebab tanpa ikatan 
lahir dan batin tadi maka perkawinan tidak ada artinya dan tidak ada jaminan yang 
kuat dalam perkawinan itu. Dan perkawinan itu tidak bisa bertahan sampai ajal 
menjemput si suami dan istri atau dengan kata lain perkawinan akan dapat berujung 
pada perceraian. Kedua unsur itu baik lahir maupun batin akan selalu membutuhkan 
satu sama lainnya sehingga apapun yang terjadi terhadap salah satu pasangannya 
yang lainnya akan ikut merasakan rasa sedih dan gembira dirasakan bersama oleh 
pasangan yang disebut suami dan istri itu. 
 Unsur-unsur yang ada dalam  perkawinan  itu dapat disimpulkan antara lain: 
1. Perjanjian suci antra seorang pria dan wanita. 
2. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera. 
3. kebahagian yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moril, materi, maupun 
spiritual.
8
   
 Berdasarkan keterangan diatas maka perkawinan menurut hukum islam 
hukumnya adalah : 
1. wajib, bagi seorang laki-laki yang menghawatirkan dirinya melakukan 
hubungan seksual yang dilarang oleh agama serta bagi perempuan yang tidak 
dapat menghindar dari perbuatan orang jahat jika ia tidak kawin. 
                                                          
8
 Muh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 3. 
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2. Sunnat, bagi laki-laki yang mempunyai hajat kawin dan merasa mampu 
mendirikan rumah tangga, bagi perempuan yang punya hajat dan mampu 
patuh pada suaminya. 
3. Mubah, bagi laki-laki yang mempunyai hajat kawin tetapi belum mampu 
mendirikan rumah tangga , bagi perempuan yang belum punya hajat kawin. 
4. Makruh, bagi laki-laki yang belum mampu dan tidak punya hajat kawin 
maupun bagi perempuan. 
5. Haram, bagi seorang yang baik laki-laki maupun perempuan yang bermaksud 
tidak melaksanakan perkawinan. 
2. Syarat dan Rukun Perkawinan  
 Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum kita 
melakukan perkawinan dan sesudah melakukan perkawinan, kalau salah satu syarat 
dari perkawinan tidak dipenuhi maka, maka perkawinan itu tidak sah. Dalam undang-
undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6, 7, 8 menyatakan ada 
beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, antara 
lain: 
Pasal 6 berbunyi: 
1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai 
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang mencapai umur 21 
(duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau 
dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, mmaka izin dimaksud 
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ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari 
orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya 
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak 
mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang 
yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalm garis 
keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat 
menyatakan kehendaknya. 
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam 
ayat (2), (3), dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka 
tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat 
tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan matas permintaan orang 
tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang orang 
tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.  
6. Ketentuan tersebut ayat satu sampai dengan pasal 5 ayat ini, berlaku 
sepanjang hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang 
bersangkutan tidak menentukan lain. 
Pasal 7  berbunyi: 
1. perkawinan    hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 
sembilanbelas 19  tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 enam 
belas tahun. 
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2. Dal hal penyimpangan terhadap pasal satu ayat ini dapat meminta dispensasi  
kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak 
pria maupun wanita. 
3. Ketentuan ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua 
tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini berlaku juga dalam 
hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi 
yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 6. 
Pasal 8 berbunyi tentang Perkawinan dilarang antara dua orang yang: 
1. Berhubungan darah dalam garis keturunan  lurus kebawah ataupun ke atas. 
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, 
antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan antara 
neneknya. 
3. Berhubungan semmenda yaitu, mertua, anak tiri menantu dan ibu bapak tiri. 
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, 
dan bibi paman susuan. 
5. Berhubungan  saudara dengan istri atau sebagai bibi, atau kemenakan dari 
istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. 
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku 
dilarang kawin. 
Sedangkan syarat-syarat perkawinan menurut hukum islam : 
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1. Adanya kata sepakat antara calon suami dan istri sehingga tidak ada unsur 
paksaan. 
2. Pihak-pihak sudah balik (dewasa). 
3. Tidak ada halangan yang dapat menentang perkawinan yang akan 
dilangsungkan. 
 Selain syarat-syarat perkawinan diatas masih terdapat rukun perkawinan 
menurut kompilasi hukum islam yaitu: 
1. Adanya calon mempelai: 
a. Calon suami harus berumur 19 tahun dan calon istri harus berumur enambelas 
(16) Tahun sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan. 
b. Bagi calon yang belum berumur 21 Tahun harus mendapat izin sesuai dengan 
pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) undang-undang nomor 1 Tahun 1974, harus 
seizin orang tuanya, apabila kedua orang tuanya tidak ada atau telah meninggal 
dunia atau tidak mampu untuk menyampaikan kehendak maka harus mendapat 
izin dari wali, yaitu orang yang memelihara atau keluarga yang masih 
mempunyai hubugan darah dan apabila salah satu atau lebih tidak tidak bisa 
menyatakan pendapatnya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal 
orang yang akan melangsungkan pernikahan tersebut. 
c. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. 
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d. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan 
nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti 
selama tidak ada penolakan tegas. 
e. Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menyatakan 
lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dan saksi nikah. 
f. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang diantara calon 
mempelai, maka perkawinan ini tidak dapat berlangsung. 
g. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara, persetujuan dapat dilakukan 
dengan tulisan, atau isyarat yang dapat dimengerti.
9
 
2. Wali nikah 
 Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh 
calon mempelai wanita yang berguna untuk menikahkannya, wali nikah itu adalah: 
a. Seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yaitu muslim dan aqil 
baliq. 
b. Apabila dalam satu kelompok wali nikah tersebut beberapa orang yang sama-
sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang 
dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. 
c. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, maka yang lebih 
berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. 
                                                          
9
Muh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 73.  
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d.  Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama 
kandung atau sama-sama derajat seayah, maka mereka  berhak menjadi wali 
nikah. Dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali.
10
 
 Menurut jumhur ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing 
rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu, syarat dari rukun tersebut adalah: 
1. Calon suami, syarat-syaratnya: 
a. Beragama islam 
b. Laki-laki 
c. Jelas orangnya 
d. Dapat memberikan persetujuan   
e. Tidak terdapat halangan perkawinan 
2. Calon istri, syarat-syaratnya: 
a.  Beragama islam 
b.  Perempuan 
c.  Jelas orangnya 
d.  Dapat dimintai persetujuannya 
e.  Tidak terdapat halangan perkawinan 
3. Wali nikah, syarat-syaratnya: 
a.  Laki-laki  
b.  Dewasa 
c.  Mempunyai hak perwalian 
                                                          
10
 Muh Idris Ramulyo, h. 74. 
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d.  Tidak terdapat halangan perwaliannya 
4. Saksi nikah, syarat syaratnya: 
a.  Minimal dua orang laki-laki 
b.  Hadir dalam ijab Kabul 
c.  Dapat mengerti arti akad 
d.  Islam 
e.  Dewasa 
5. Ijab Kabul, syarat-syaratnya: 
a.  Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 
b.  Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai 
c.  Memakai kata-kata nikah 
d.  Antara ijab dan Kabul bersambungan 
e. Orang yang terkait ijab dan Kabul, tidak sedang ihram atau umroh 
f. Majelis ijab dan Kabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon 
mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi. 
3. Tujuan perkawinan  
 Perkawinan bertujuan untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan 
keturunan, mencegah maksiat, untuk membina rumah tangga yang damai dan 
teratur.
11
 Menurut R Sutojo tujuan perkawinan ialah untuk memperoleh keturunan 
memenuhi nalurinya  sebagai manusia, memelihara manusia dari kejahatan dan 
                                                          
11
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Yogyakarta: Mandar Maju, 1990), h. 
24.  
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kerusakan, membentuk dan mengatur serta menumbuhkan aktifitas dalam mencari 
rezeki yang halal dengan memperbesar rasa tanggung jawab.
12
   
 Tujuan dari perkawinan menurut ajaran agama islam ialah: 
„‟memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan 
perempuan dalam  rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar 
cinta dan kasih sayang, untuk mmemperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat 
dengan mengikuti ketentuan ketentuan yang  diatur oleh syariah.’’                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Lebih lengkap tujuan dan faedah perkawinan dibagi menjadi lima hal antara 
lain: 
1. Memperoleh keturunan yang sah  
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia 
3. Memelihara manusia dari  kejahatan dan kemaksiatan 
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar keimanan dan kasih 
sayang. 
5.  Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari reski penghidupan yang halal 
dan memperbesar rasa tanggung jawab. 
 Berdasarkan uraian diatas tujuan dan faedah perkawinan diatas dapat lebih 
dijelaskan satu persatu: 
                                                          
12
 R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan 
Indonesia ( Airlangga Unifersiti Pres, 1990), h. 28.  
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1. Tujuan yang pertama ialah  memperoleh keturunan ini merupakan pokok dari 
tujuan perkawinan, setiap orang yang telah melangsungkan perkawinan 
karena ingin memiliki keturunan, tanpa keturunan, kehidupan rumah tangga 
akan terasa hambar walau dari segi materi berkecukuapan. Keinginan 
memiliki anak sangatllah wajar karena nantinya anak akan melanjutkan 
kehidupan keluarga kedepan dan membantu orang tua dimasa tuanya, tentu 
dengan harapan anak-anak yang saleh dan berbakti kepada kedua orang tua 
dan lingkungannya. 
2. Tujuan kedua, memenuhi nalurinya, tuhan menciptakan manusia berbeda-
beda jenis kelaminnya, maka keduanya memiliki daya tarik untuk memikat  
lain jenisnya, melahirkan  gairah baik laki-laki maupun perempuan untuk 
melakukan  hubungan. Dengan perkawinan hubungan akan menjadi sah dan 
halal. 
3. Tujuan ketiga, menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan, salah satu 
yang membuat manusia terjerumus dalam kejahatan dan kerusakan adalah 
hawa nafsu. 
4. Tujuan keempat, ialah membentuk dan mengatur rumah tangga yang 
merupakan basis pertama dari masyarakat  yang benar atas dasar cinta dan 
kasih sayang, salah satu alat untuk memperkokoh perkawinan adalah dengan 
cinta dan  kasih sayang dasar ini akan membuat keluarga bahagia, sehingga 
akan terus berlanjut dari keluarga yang bahagia akan menjadi masyarakat 
yang harmonis pada tatanan yang lebih tinggi. 
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5. Tujuan kelima, menumbuhkan aktifitas dalam mencari rezeki yang halal dan 
memperbesar tanggung jawab sebelum perkawinan biasanya baik laki-laki 
dan perempuan tidak memikirkan soal kehidupan karena masih bertumpu 
pada orang tua. Tetapi setelah perkawinan mereka mulai berfikir bagaimana 
bertangungjawab dalam mengemudikan rumah tangga, suami sebagai kepala 
rumah tangga mulai memikirkan .rumah tangga, istri akan lebih giat 
membantu dan mencari jalan untuk menyelenggarakan keluarga yang damai 
dan bahagia terutama setelah keluarga tersebut telah dikaruniai anak sehingga 
aktifitas dan tanggung jawab suami istri semakin besar. 
B. Wali dalam Perkawinan 
1. Pengertian Wali 
 Menurut bahasa wali adalah orang yang menurut hukum dapat diserahi 
kewajiban untuk mengurus, mengasuh, memelihara mengawasi dan menguasai suatu 
persoalan. Perwalian disebut juga wilayah yang berarti penguasaan dan 
perlindungan.
13
 Wali merupakan syarat sahnya perkawinan. 
 Kata wali dikalangan masyarakat muslim mengandung beragam 
pemahaman, kata wali memiliki makna yang berbeda sesuai dengan bidang dan 
disiplin keilmuannya. Misalnya pengertian wali dalam ilmu tasawwuf akan berbeda 
dengan pengertian menurut ilmu fiqih. Menurut bahasa perwalian ( al-wilayah) 
berarti kecintaan dan pertolongan  seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah 
ayat 56: 
                                                          
13
 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, h. 1146. 
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                              
Terjemahnya: 
“Dan Barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman 
menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama) Allah,  Itulah yang 
pasti menang”. 
 Dalam kamus besar bahasa Indonesia wali diartikan sebagai pengasuh 
pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan 
laki-laki.
14
 Secara umum wali adalah seseorang yang karena kedudukannya 
berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain, dapatnya  ia bertindak 
terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki sesuatu 
kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara 
hukum, baik bertindak atas harta atau atas dirinya.
15
  
2. Macam wali 
Adapun beberapa refrensi disebutkan, wali nikah ada empat macam yaitu 
wali nasab, wali hakim, wali tahkim, dan wali maula. 
a. Wali nasab  
Wali nasab ialah wali nikah karena adanya hubungan nasab dengan 
wanita yang akan melangsungkan pernikahan tentang urutan wali nasab, 
                                                          
14
 Tim penyusun, Kamus Pusat Penelitian Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia. 
15
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Kencana, Jakarta, 2006), h. 68. 
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terdapat perbedaan pendapat.
16
 Syafii, suatu pernikahan baru dianggap sah bila 
dinikahkan oleh wali yang dekat lebih dulu bila tidak ada yang dekat baru 
dilihat urutannya secara tertib. Maka selanjutnya bila wali jauhpun tidak ada 
maka hakimlah yang bertindak sebagi wali. 
Imam Abu Hanifah mengemukakan semua kerabat siwanita itu baik dekat 
maupun jauh dibenarkan menjadi wali nikah.
17
 Imam malik berpendapat 
keluarga dekat lebih berhak untuk menjadi wali selanjutnya beliau mengatakan 
anak laki-laki sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai keatas, 
kemudian saudara laki-laki seayah seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara 
laki-laki seayah seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara-saudara lelaki 
seayah saja, lalu kake dari pihak ayah, sampai keatas. 
Al-Mugni berpendapat bahwa kake lebih utama dari pada saudara laki-
laki dan anaknya saudara laki-laki, karena kake adalah asal, kemudian paman-
paman dari pihak ayah berdasarkan urutan saudara-saudara lelaki sampai 
kebawah. Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa urutan wali adalah sebagai 
berikut: 
1. Ayah, 
2. Ayahnya ayah (kake ) terus keatas, 
3. Saudara laki-laki sekandung 
4.  saudara laki-laki seayah 
                                                          
16
 Muh. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab Fiqih, (Jakarta: Rajawali Pres, 2000), h. 89. 
 
17
 Muh. Ali Hasan,  h. 89. 
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5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung  
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah 
7. Anak laki-laki dari no.5 
8. Anak laki-laki mdari mno. 6 
9. Anak laki-laki dari no.7 
10. Anak laki-laki dari no.8 dan seterusnya 
11. Saudara laki-laki ayah sekandung 
12. Saudara laki-laki ayah seayah saja  
13. Anak laki laki dari no 11 
14. Anak laki-laki dari no. 12 
15. Anak laki-laki no. 13 dan seterusnya 
Singkatnya urutan wali adalah: 
1. Ayah seterusnya keatas 
2.  Saudara laki-laki kebawah 
3. Saudara laki-laki seayah kebawah 
 Wali nasab dibagi menjadi dua yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab‟ad 
(jauh). Dalam urutan diatas yang termasuk wali akrab adalah wali nomor urut 
satu, sedangkan nomor dua menjadi wali ab‟ad, jika nomor satu tidak ada, maka 
nomor dua menjadi wali akrab, dan nomor tiga menjadi wali ab‟ad dan 
sedemikian seterusnya. 
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 Adapun perpindahan dari wali akrab menjadi wali ab‟ad ialah sebagai 
berikut: 
1. Apabila wali akrabnya non muslim 
2. Apabila wali akrabnya fasik 
3. Apabila wali akrabnya belum dewasa  
4. Apabila wali akrabnya gila  
5. Apabila wali akrabnya bisu.18 
b.  Wali hakim 
 Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadhi. Orang-orang 
yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala pemerintah, khalifah ( 
pemimpin), penguasa atau qadhi nikah yang diberi wewenang dari kepala 
Negara untuk menikahkan wanita yang  berwali hakim. Qadhi hakim yang 
diberi wewenang kepada kepala keluarga untuk menikahkan wanita yang 
berwali hakim. 
 Apabila tidak orang-orang tersebut  maka wali hakim dapat diangkat 
oleh orang-orang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang alim. 
Adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: 
1. Tidak ada wali nasab 
2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab dan wali ab‟ad 
                                                          
18
 Slamet Abidin, fiqih munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 91.  
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3. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau dua hari 
perjalanan 
4. Wali aqrab dipenjara atau tidak bisa ditemui 
5. Wali akrabnya mempersulit 
6. Wali aqrab sedang ihram 
7. Wali aqrabnya sendiri akan menikah 
8. Wali yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa  
Wali hakim tidak berhak menikahkan: 
1. Wali yang belum baliq, 
2. Tanpa seizing wanita yang akan menikah, dan 
3. Diluar daerah kekuasaannya. 
c. Wali Tahkim 
Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon 
istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah calon suami 
mengucapkan tahkim, „‟saya angkat bapak saudara untuk menikahkan saya 
pada si calon (istri) dan putusan bapak saudara saya terima dengan senang.” 
Setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama. kemudian calon hakim 
itu menjawab „‟saya terima tahqim ini”. Wali tahqim terjadi apabila : 
1. Wali nasab tidak ada  
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2. Wali nasab gaib atau bepergian sejauh dua hari perjalanan serta tidak ada 
wakilnya disitu 
3. Tidak ada qadhi atau pegawai pencatat nikah  
d. Wali Maula 
Wali maula yaitu wali yang menikahkan budaknya artinya majikannya 
sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang ada dalam perwaliannya 
bila mana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan disini yang dimaksud 
terutama adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya. 
Dalam hal boleh tidaknya majikan menjadi wali sekaligus 
menikahkannya dengan dirinya sendiri, ini ada beberapa pendapat. 
Imam Malik berkata: 
“Andaikata seorang janda berkata kapada walinya nikahkanlah aku dengan 
laki-laki yang engkau sukai, lalu iya nikahkan dengan dirinya sendiri atau 
lelaki lain yang dipilih oleh perempuan yang bersangkutan maka sahlah 
nikahnya walaupun calon suaminya itu tidak dikenal sebelumnya.” Pendapat 
senada disebutkan juga oleh imam hanafi.” 
Imam Hanafi berkata: 
“Yang menikahkannya haruslah hakim atau walinya yang lain baik setingkat 
dengan dia atau lebih jauh. Sebab wali termasuk syarat pernikahan jadi 
pengantin tidak boleh menikahkan dirinya sendiri sebagaimana penjual yang 
tidak boleh membeli dirinya sendiri.” 
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Ibnu Hazam tidak sependapat dengan imam Syafii dan Abu Daud, iya 
mengatakan bahwa kalau dalam masalah ini diqiyaskan dengan seorang penjual 
tidak boleh membeli barangnya sendiri adalah suatu pendapat yang tidak benar. 
Sebab jika orang dikuassakan untuk menjual suatu barang lalu membelinya 
sendiri asal iya tidak melalaikan maka hukumnya diperbolehkan.  
3.  Kedudukan Wali dalam Perkawinan 
 Keberadaan wali dalam pernikahan adalah  suatu yang mesti dan tidak sah 
akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun 
dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad 
perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas 
nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang dimintai 
persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. 
 Dalam mendudukkan wali sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai 
perempuan dalam melakukan akad terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama 
terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan, ulama sepakat 
dalam mendudukkannya sebagai rukun atau syarat dalam akad perkawinan. 
Alasannya adalah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad 
dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun 
terhadap perempuan yang telah dewasa baik iya sudah janda atau masih perawan, 
ulama berbeda pendapat. Beda pendapat itu di sebabkan karena tidak adanya dalil 
yang pasti yang dijadikan rujukan. 
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 Memang  tidak ada satupun ayat dalam Al-Qur‟an yang jelas secara ibarat 
yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun dalam Al, 
Qur‟an terdapat petunjuk nash yang ibaratnya tidak menunjuk kepada keharusan 
adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara isyarat nas dapat dipahami menghendaki 
adanya wali. Disamping itu terdapat pula ayat-ayat Al-Qur‟an yang dipahami 
perempuan dapat melaksanakan sendiri perkawinannya.  
4. Tinjauan tentang nikah karena perjodohan  
1. Pengertian nikah perjodohan 
 Nikah adalah suatu akad yang dilakukan antara pria dan wanita untuk 
membentuk suatu keluarga, yang sakinah, mawaddah, dan warahma. Sedangkan 
perjodohan adalah proses atau cara orang tua dalam mencari serta menentukan siapa 
yang berhak menjadi pasangan  hidup sang anak dengan melalui suatu ikatan 
yang sah yakni pernikahan. 
2. Bentuk bentuk nikah perjodohan 
a. Nikah perjodohan anak gadis 
 Nikah perjodohan anak gadis dimaksud adalah anak gadis yang belum 
pernah mengalami kehidupan rumah tangga sebelumnya atau dengan kata lain 
anak yang belum pernah menikah sebelumnya. Anak gadis tersebut 
dijodohkan oleh orang tuanya atau walinya untuk melakukan suatu hal yang 
sangat sakral dalam kehidupan setiap insan manusia yakni pernikahan. 
Meskipun hal tersebut berdampak positif dan negatif bagi sikologi sang anak 
karena setiap anak memiliki hak untuk menentukan siapa yang berhak 
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menjadi pendamping hidupnya. Begitupun orang tua yang berperan penting 
sebagai wali tidak seharusnya bertindak seenaknya saja tanpa ada persetujuan 
dari yang bersangkutan (anak). 
 Terkait status perawan yang sudah balik, apakah walinya mempunyai hak 
untuk mengawinkannya secara paksa atau tidak ? Pendapat ulama dibagi 
menjadi dua dan yang paling sahi iya disamakan seperti janda, sehingga wali 
tidak berhak mengawinkannya secara paksa, pernikahan yang dilakukan tanpa 
kerelaan sigadis hukumnya tidak sah. 
b. Nikah perjodohan terhadap janda  
 Seorang janda yang dimaksud adalah seorang wanita yang sebelumnya 
sudah pernah mengalami dan merasakan bagaimana hidup berumah tangga 
akan tetapi iya harus menyandang gelar janda disebabkan apakah iya cerai 
hidup atau cerai mati. Kemudian janda tersebut dalam  hal karena dijodohkan 
itu tidak ada masalah ketika dia tidak mau menuruti keinginan orang tua, 
karena seorang janda dapat menikah tanpa adanya orang tua yang bertindak 
sebagai wali, dan pernikahannya sah dimata hukum.
19
 
 Menurut kesepakatan bersama kaum muslimin janda yang sudah balik 
tidak boleh dikawinkan tanpa seizinnya baik oleh ayahnya maupun wali yang 
lain. Hal ini berdasarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 234:  
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 Fahmina.  Pernikahan paksa perspektif fiqih dan kekerasan terhadap anak. http: // www. 
Or. Id/ warkah al-basyar. (diakses 4 juli 2014). 
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                                
                                
     
Terjemahnya: 
 
“orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-
isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat 
bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa 
bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut 
yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. 
 Dari ayat diatas  dijelaskan bahwa seorang perempuan dalam posisi janda 
lebih berhak atas dirinya dan para wali tidak berhak menikahkannya tanpa 
seizinnya.  
5. Penelitian Terdahulu 
 Setelah penyusun mengadakan penelusuran terhadap beberapa literatur 
terhadap karya ilmiah berupa skripsi, ada beberapa yang memiliki korelasi tema 
dengan topik skripsi ini. untuk mendukung skripsi ini maka peneliti mengemukan 
di antara beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan skripsi ini: 
1. Skripsi Ab-Dussalam yang berjudul kawin paksa studi komparasi pemikiran 
Abu Hanifa dan Assyafi‟i. Skripsi ini hanya menguraikan tinjauan hukum islam 
pendapat imam abu hanifa dan imam As-syafi‟i, serta mengkomparasikan 
pendapat keduanya tentang bagaimana  kedua imam tersebut melakukan ijtihad 
tentang kawin paksa. Menurut imam Syafi‟i kawin paksa itu diperbolehkan. 
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Sedangkan menurut imam Abu Hanifa kawin paksa tidak boleh dilakukan 
karena melihat dampak  dari perkawinan tersebut. Perbedaan kedua imam 
tersebut disebabkan karena adanya perbedaan nash dan sumber hukum yang di 
ambilnya.
20
  
2. Skripsi lub-lub Busyira yang berjudul perceraian dengan alasan perselisihan 
karena kawin paksa (studi tentang pertimbangan hakim di pengadilan agama). 
skripsi ini hanya membahas tentang pembuktian yang digunakan oleh para 
pihak sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dengan bukti surat, 
bukti saksi, bukti pelaku, sehingga majelis hakim dalam menyelesaikan perkara 
perceraian dengan alasan perselisihan karna kawin paksa sudah benar.
21
. 
3. Dalam skripsi Agus Ismatullah yang berjudul tinjauan hukum islam terhadap 
perkawinnan  paksa oleh masyarakat (studi dikampung taritunnggal di Desa 
cimancak kecamatan baya kabupaten lebak) skripsi ini menguraikan tinjauan 
hukum islam terhadap kawin paksa  yang dilakukan oleh masyarakat kampong 
taritunggal Desa cimancak kecamatan baya kabupaten lebak, di dalamnya 
meliputi faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan kawin paksa dan 
berisi bagaimana status hukum perkawinan oleh masyarakat tersebut ditinjaau 
dari hukum islam. Namun di dalamnya lebih mengupas kepada adat istiadat 
                                                          
20Abdus Salam, „‟Kawin Paksa Studi Komparasi Pemikiran Imam Abu Hanifa Dan 
Assyafi‟i‟‟Skripsi (Yogyakarta: Syariah UIN Sunan Kalijaga 2006) 
21
Lub-Lub Busyira, „’perceraian Dengan Alasan Perselisihan Karena Kawin Paksa, Studi 
Tentang Pertimbangan Hukum Di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2000-2002‟‟ skripsi fakultas 
Syari,ah UIN Sunan Kalijaga (2004). 
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setempat dimana kawin paksa menjadi solusi pilihan terbaik  dari  pada 
membiarkan anaknya jatuh dalam kemaksiatan.
22
   
4. Meskipun dalam skripsi diatas membahas tentang hukum dari kawin paksa 
melalui pendapat dua imam yaitu imam syafi‟i dan imam Abu Hanifa dan 
Skripsi lub-lu 
5. b Busyira yang berjudul perceraian dengan alasan perselisihan karena kawin 
paksa (studi tentang pertimbangan hakim di pengadilan agama). Namun tidak di 
bahas secara riil kehidupan di zaman sekarang ini mengenai praktik dari  kawin 
paksa itu sendri. Sedangkan dalam penelitian ini penyusun membahas budaya 
kawin paksa analisis menurut undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 
dan KHI. 
 
                                                          
22
 Agus Ismatullah, „‟Tinjauan Hukumm Islam terhadap Perkawinan Paksa oleh masyarakat 
studi kasus di kampung taritunggal desa cimancak kecamatan bayah kabupaten lebak propinsi banten‟‟ 
skripsi  (yogyakarta: syariah uin sunan kalijaga  2008) 
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 BAB III 
METODOLOGI  PENELITIAN 
 Untuk mendapatkan kajian yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah, 
maka dalam menelaah data menjelaskan dan menyimpulkan obyek pembahasan 
dalam skripsi nanti maka penulis akan menempuh metode sebagai berikut : 
1. Jenis dan lokasi penelitian 
 Jenis penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
lapangan (field research) karna kajian penelitian ini merupakan bagian dari wacana 
kajian tentang sosiologi hukum. Lokasi penelitian ini tepatnya di Desa Cenrana Kec. 
Kahu, Kab. Bone. 
2. Metode pendekatan  
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode pendekatan untuk 
menunjang hasil penelitian yan sedang dilakukan adapun pendekatan tersebut 
adalah : 
a. Pendekatan sosiologis yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk 
mendapatkan fakta fakta yang terkait dengan objek yang sedang diteliti dalam 
masyarakat yang mungkin dapat diangkat dan dicarikan solusi yang tepat dalam 
pembahasan hasil penelitian dalam karya ilmiah yang sedang digarap oleh 
peneliti. 
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b. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang berpedoman pada peraturan 
perundang undangan yang berlaku di Indonesia  dan terkait dengan objek yang 
sedang diteliti. 
Sumber Data  
 Adapun Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai 
berikut: 
a) Sumber data primer   
 Data primer merupakan informasi yang di peroleh dari responden 
melalui wawancara yang di lakukan ke pada beberapa pihak secara langsung 
serta obserfasi langsung yang ditemukan penulis di lapangan. 
b)   Data sekunder  
 Data sekunder adalah data penunjang penelitian yang diperoleh dari 
berbagai sumber untuk melengkapi penelitian. Data sekunder di peroleh dalam 
bentuk sudah jadi melalui publikasi dan  informasi.  
3. Metode Pengumpulan Data  
Dalam pengumpulan data, jenis data yang dikumpulkan adalah data 
kualitatif. 
1) Data yang akan di kumpulkan nanti bersumber dari data primer dan       data 
sekunder. 
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2) Penelitian pustaka (library research), yaitu pengumpulan data teoritis dengan 
cara menelaah berbagai buku literatur dan bahan pustaka lainnya yang 
berkaitan dengan masalah yang dibahas. 
Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan tekhnik : 
1) Internet research 
Internet research adalah penelitian menggunakan pemanfaatan 
teknologi internet. Penelitian dengan cara menelusuri berbagai alamat websait 
yang membahas berkaitan dengan penelitian dan juga mencari informasi 
tambahan tentang penelitian. Kemudian yang di peroleh akan didownload 
kemudian dilakukan penyuntingan dan dikutip sesuai dengan kebutuhan 
penelitian. 
2) Observasi  
Observasi adalah suatu tekhnik penelitian yang digunakan oleh penulis 
dengan jalan turun langsung kelapangan mengamati objek secara langsung guna 
mendapat data yang lebih jelas. Observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan 
data dengan melihat langsung kelapangan terhadap objek yang di teliti. Dalam 
pelaksanaan observasi ini penulis menggunakan alat bantu untuk memperlancar 
observasi di lapangan yaitu buku catatan sehingga seluruh data data yang di 
peroleh dapat langsung di catat.  
3)  Interview atau wawancara 
Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mendapatkan informasi 
yang di butuhkan dengan cara mengajukan pertanyaan pertanyaan yang 
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berkaitan dengan pembahasan penelitian ini yang telah di persiapkan sebelum 
turun ke lapangan. 
4. Analisis dan pengolahan data  
Berdasarkan tujuan dan permasalahan penelitian yang diajukan, maka data 
yang kumpulkan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data 
yaitu (Analisis Efektifitas Undang-Undang Perkawinan No. I Tahun 1974 dan 
KHI) Terhadap Perkawinan Paksa. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Legenda dan Sejarah Pembangunan Desa 
Desa Cenrana merupakan salah satu Desa dari Sembilan belas (19) Desa yang 
ada di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, Desa Cenrana terdiri atas empat (4) dusun 
yakni Dusun Cenrana, Mattirowalie, Jaramele, dan Samarennu. Cenrana adalah salah 
satu Desa penghasil produk-produk pertanian dan perkebunan dan terdapat banyak 
kelompok-kelompok tani terutama kelompok P3A. Berikut gambaran tentang sejarah 
perkembangan Desa ini yang dapat dilihat dari table berikut ini: 
Table 4.1 
Sejarah Perkembangan Desa Cenrana 
 
Tahun Peristiwa 
1915-1924 
Cenrana terbentuk pada masa penjajahan belanda yang 
memerintah pada waktu itu adalah Petta Sappe 
1925-1940 Kemudian Petta Sappe digantikan oleh Andi Page Arung labuaja 
1941-1946 
Kemudian setelah Andi Page berhenti menjadi kepala pemerintah 
Cenrana kemudian digantikan sementara oleh Andi Sommeng. 
Andi Hayyang hanya memerintah kurang lebih satu tahun 
lamanya 
1946 
Setelah Andi Sommeng berhenti menjadi kepala pemerintah di 
Desa digantikan untuk sementara oleh Andi Hayyang. Andi 
Hayyang hanya memerintah kurang lebih 1 Tahun lamanya 
1947-1965 Kemudian Andi Hayyang digantikan oleh Andi Mallo sampai 
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masuk masa grilya. Pada zaman grilya ini lahirlah partai-partai 
seperti mashyumi dan lain-lain 
1966-1976 
Kemudian Andi Mallo digantikan oleh Andi Mappanganro dan 
Andi Mappanganro hanya memerintah di Desa Cenrana selama 
10 Tahun dan pada waktu itu Desa Cenrana resmi diakui oleh 
pemerintah Bone sebagai Desa yang sah 
1975 
Andi Mappanganro digantikan oleh Massarappi selama satu 
tahun 
1977-1979 Massarappi kemudian digantikan oleh Muh. Nurdin 
1979 
Muh Nurdin berhenti menjadi kepala Desa kemudian 
dilimpahkan kepada Sainuddin dan dijabat sementara oleh Andi 
Mappeati selama satu Tahun 
1980-1990 Muh. Sain k yang menggantikan pejabat sementara 
1990-1995 
Pada masa ini masyarakat mengadakan pemilihan kepala Desa 
dan terpilih Muh. Hatta sebagai kepala Desa pertama yang 
dipilih langsung oleh masyarakat. Akan tetapi setelah 
memerintah selama 3 Tahun Muh. Hatta dipecat dan diangkat 
PJS p. Ambo 
1996-1995 
Diadakan lagi pemilihan kepala Desa dan yang terpilih adalah 
drs. Muh. Nur A. Kaca 
2003-2009 Drs. Muh. A. Kaca digantikan oleh drs. Makdis T 
2009-
sampai 
sekarang 
Kemudian setelah masa jabatan drs. Makdis T habis dilakukan 
pemilihan dan dan dimenangkan oleh Sultang Saking yang 
memerintah Desa Cenrana sampai sekarang 
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2.  Kondisi Umum Desa Cenrana 
a. Geografis  
1) Letak dan luas wilayah 
Desa Cenrana merupakan salah satu dari sembilan belas  (19) Desa 
diwilayah Kec Kahu dengan batas wilayah sebagai berikut : 
- Sebelah timur : Kec. Patimpeng 
- Sebelah utara : Desa Hulo 
- Sebelah selatan: Desa Carima 
- Sebelah barat : Desa Biru 
Desa Cenrana mempunyai luas wilayah seluas +8600 m2. 
2) Iklim 
Iklim Desa Cenrana sebagaimana Desa lain diwilayah Indonesia 
beriklim tropis dengan dua musim yakni kemarau dan hujan. 
b. Keadaan sosial ekonomi  penduduk 
1) Jumlah  penduduk  
 Penduduk Desa Cenrana terdiri atas 130 KK, 8 RTdengan total 
jumlah jiwa 2.221 jiwa. Jiwa yang terbesar dalam 4 wilayah dusun dengan 
perincian sebagaimana table : 
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Table 4.2 
Jumlah penduduk 
 
Cenrana Jaramele Mattirowalie Samarennu 
643 orang 557 orang 438 orang 583orang 
 
2) Tingkat pendidikan 
 Tingkat pendidikan masyarakat Desa Cenrana adalah sebagai 
berikut : 
 
Table 4.3 
Tingkat Pendidikan 
 
Pra sekolah Sd Smp Slta sarjana 
391 orang 786 orang 653orang 362 0rang 29 orang 
 
3) Mata pencaharian  
Karena Desa Cenrana merupakan Desa pertanian maka sebagian besar 
penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai 
berikut : 
Table 4.4 
Tingkat Mata Pencaharian Penduduk 
 
Petani Pedagang Pns Buruh Lainnya 
1776 orang 391 orang 15 orang 39 orang - 
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4) Pola penggunaan tanah  
Penggunaan tanah di Desa Cenrana sebagian besar diperuntukan sebagai 
tanah pertanian sawah sedangkan sisanya untuk tanah kering yang 
merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya 
5) Pemilik ternak  
Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Cenrana adalah 
sebagai berikut : 
Table 4.5 
Kepemilikan Ternak  
 
Ayam/itik Kambing Sapi Kerbau Lain-lain 
3250 32 2453 - - 
6) besar adalah sebagai berikut : 
Table 4.6 
Parasarana Desa 
 
Balai Desa Jalan kab. Jalan kec. Jalan Desa Mesjid dll. 
1 unit 1 poros - 6 jalan 7 unit 
 
3. Struktur Organisasi Desa 
Desa Cenrana menganut sistem kelembagaan pemerintahan Desa dengan 
pola minimal selengkapnya sebagai berikut : 
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Gambar 4.1 
Strustur Organisasi 
SOT Desa Cenrana Kab. Bone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Pernikahan Kawin Paksa di Desa  Cenrana Kecamatan Kahu kab. Bone 
 Seperti pernikahan di daerah  Makassar pada umumnya , masyarakat di Desa 
Cenrana juga memiliki Adat atau kebiasaan yang sama dalam hal pelaksanaan 
pernikahan. Mereka masih berpegang pada kebiasaan-kebiasaan  yang dilakukan 
sebelum  pada saat dan setelah pernikahan mulai dari ritual adat pada saat lamaran  
BPD 
1.  Ketua :  
2.  Wakil : 
3.  Sek : 
ANGGOTA 
1.  
2.  
 
KADES : 
Sultang Saking 
SEKDES 
Kaur. Umum Kaur. Pemb Kaur. Pemert 
Kadus Cenrana Kadus Jaramele Kadus 
Mattirowalie 
Kadus 
Samarennu 
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hingga selesainya resepsi, acaranya biasa dilaksanakan dengan perayaan yang besar-
besaran hingga larut malam. 
 Dalam upacara perkawinan Adat masyarakat bugis yang disebut 
appabbottingeng  ritana ugi terdiri atas beberapa tahap kegiatan,  kegiatan-kegiatan 
tersebut merupakan rangkaian yang berurutan yang tidak boleh saling tukar  menukar, 
kegiatan ini hanya dapat dilakukan oleh masyarakat bugis Bone yang betul-betul 
masih memelihara adat istiadat. 
 Pada masyarakat bugis Bone sekarang ini masih kental dengan kegiatan 
tersebut, karena hal itu merupakan hal yang sewajarnya dilaksanakan karena 
mengandung nilai-nilai yang sarat akan makna, diantaranya agar kedua mempelai 
dapat membina hubungan yang harmonis dan abadi, dan hubungan antar dua keluarga 
tidak retak. 
 Kegiatan-kegiatan itu meliputi  
1. Mattiro (menjadi tamu) 
Merupakan suatu proses dalam penyelenggaraan perkawinan, mattiro 
artinya melihat dan memantau dari jauh atau membuat jalan. Maksudnya 
calon  mempelai laki-laki melihat calon mempelai perempuan dengan cara 
bertamu dirumah calon  mempelai calon  pemrempuan apabila dianggap 
layak, maka  dilakukan langkah selanjutnya. 
2. Mappesse-pesse (mencari informasi) 
Saat sekarang ini tidak terlalu banyak malakukan mappesse pesse 
karena mayoritas calon telah ditentukan orang tua laki-laki yang sudah betul-
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betul dikenal ataupun calon mempelai perempuan telah dikenal akrab oleh 
calon mempelai laki-laki 
3. Mammanuk-manuk (mencari calon) 
Biasanya orang yang datang mammanuk-manuk adalah orang yang 
datang mencari informasi supaya lebih mudah menghubungkan pembicaraan 
yang pertama dan kedua. Berdasarkan pembicaraan antara mammanuk-manuk 
dengan orang tua siperempuan maka orang tua tersebut berjanji akan 
memberitahukan kepada keluarga dari pihak laki-laki untuk datang kembali 
sesuai dengan waktu yang ditentukan jika kemudian terjadi kesepakatan maka 
ditentukanlah waktu madduta resmi 
4. Madduta malino 
Malino artinya terang-terangan mengatakan suatu yang tersembunyi, 
duta malino adalah utusan resmi keluarga laki-laki kerumah perempuan untuk 
menyampaikan amanat secara terang-terangan apa yang telah dirintis 
sebelumnya pada waktu mencari informasi dan mencari calon. 
 
pada acara ini pihak keluarga perempuan mengundang pihak keluarga 
terdekatnya serta orang-orang yang dianggap bisa mempertimbangkan hal 
lamaran pada waktu pelamaran. Setelah rombongan to madduta (utusan) 
datang. Kemudian dijemput dan dipersilahkan duduk pada tempat yang telah 
disiapkan. Dimulailah pembicaraan antara to madduta dengan to riaddutai, 
49 
 
 
 
 
kemudian pihak perempuan pertama mengangkat bicara, lalu pihak pria 
menguitarakan maksud kedatangannya. 
5. Mappasiarekkeng 
Mappasiarekkeng artinya mengikat dengan kuat, biasa juga disebut 
dengan mappettuada maksudnya kedua belah pihak bersama-sama mengikat 
janji yang kuat atas kesepakatan pembicaraan yang dirintis sebelumnya. 
Dalam acara ini akan dirundingkan dan diputuskan segala sesuatu yang 
bertalian dengan upacara perkawinan, antara lain: 
a. tanra esso (penentuan hari) 
b. balanca (uang belanja) 
c. doi menre (uang naik) 
d. sompa (emas kawin) 
Sejak tercapainya kata sepakat maka kedua belah pihak keluarga sudah 
dalam kesibukan. Makin tinggi status sosial  dari keluarga yang akan  
mengadakan pesta perkawinan itu lebih lama juga dalam persiapan. Untuk 
pelaksanaan  perkawinan dilakukan dengan menyampaikan  kepada seluruh 
sanak keluarga dan rekan-rekan. Hal ini dilakukan oleh beberapa orang wanita 
dengan menggunakan pakaian adat. 
 Melaksanakan upacara mappacci akad nikah berarti calon mempelai 
telah siap dengan hati yang suci bersih serta ikhlas untuk memasuki alam 
rumah tangga, dengan membersihkan segalanya, termasuk, mappaccing ati 
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(bersih hati), mappaccing nawa-nawa (bersih fikiran), mappaccing 
pangkaukeng (bersih/baik tingka laku/perbuatan). 
 Orang-orang yang yang diminta untuk meletakkan daun pacci pada 
calon mempelai biasanya adalah orang-orang yang punya kedudukan sosial 
yang baik serta punya kehidupan rumah tangga yang bahagia. Semua ini 
mengandung makna agar calon mempelai kelak dikemudian hari dapat pula 
hidup bahagia seperti mereka yang telah meletakkan daun pacci itu 
ditangannya. 
 Setelah proses mappacci selesai keesokan harinya mempelai laki-laki 
diantar kerumah  mempelai wanita untuk melaksanakan akad nikah, setelah 
akad perkawinan berlangsung biasanya diadakan acara resepsi, dimana semua 
tamu undangan hadir untuk memberikan doa restu  dan sekaligus menjadi 
saksi atas pernikahan kedua mempelai agar mereka tidak berburuk sangka 
ketika suatu saat melihat kedua mempelai bermesraan, pada acara tersebut 
dikenal juga dengan anak botting (anak pengantin), anak botting dalam 
perkawinan merupakan perilaku sosial yang mengandung nilai-nilai 
kemanusiaan dan merupakan ciri khas kebudayaan orang bugis Bone pada 
umumnya dan orang bugis pada khususnya karena kebudayaan menunjuk 
kepada berbagai aspek kehidupan yang meliputi cara-cara berlaku, 
kepercayaan dan sikap-sikap serta hasil kegiatan manusia yang khas untuk 
suatu masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu. 
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C. Dampak Pernikahan Karena Paksaan 
 Adanya pernikahan karena paksaan memiliki dampak positif maupun negatif, 
meskipun tak jarang ada yang berakhir dengan bahagia, adapun dampak pernikahan 
karena paksaan khususnya di Desa Cenrana kec. Kahu Kab. Bone Kelurahan Palattae, 
berdasarkan data-data yang diperoleh melalui koesyioner atau membagikan daftar 
pertanyaan kepada yang bersangkutan dan melalui wawancara langsung 
a. Pasangan Marti sama Ebi 
Pasangan ini menikah sejak Tahun 2013. Pada saat itu Marti berusia 
27 Tahun dan Ebi berusia 26 tahun, Marti berprofesi sebagai guru disekolah 
dasar dan ebi berprofesi sebagai karyawan swasta. Marti dan Ebi dijodohkan 
dengan alasan agar harta keluarga kedua calon pasangan ini tidak jatuh 
ketangan orang lain. Yang diketahui bahwa pasangan ini adalah keluarga 
dekat. 
 Pernikahan mereka sama sekali tidak dikehendaki oleh keduanya 
sebab Marti dan Ebi telah memiliki pacar. Akan tetapi karena mereka tidak 
mau dianggap anak yang tidak berbakti untuk itu mereka terpaksa menuruti 
keinginan orang tua mereka. Awal pernikahannya Marti dan Ebi sering 
bertengkar bahkan hampir setiap hari mereka layaknya kucing dan tikus, yang 
tidak pernah ada akurnya. Keluarga sendiri sudah pasrah sebab mereka tak 
dapat berbuat apa-apa, karena mereka semua mengetahui bahwa tidak ada rasa 
cinta diantara Marti sama Ebi. Bahkan marti sering meninggalkan suaminya  
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dan kabur kerumah orang tuanya. Setelah 6 bulan pernikahan suasana kacau 
sedikit meredam. Marti sama Ebi tidak lagi sering bertengkar. 
“saya menikah dengan Ebi karena paksaan dan desakan dari orang tua. 
Kami berdua tidak saling cinta dan saya juga telah memiliki pacar 
hubungan kami berdua sangat seraus, orang tua saya tidak setuju dengan 
hubungan saya dengan pacar saya, keluarga menginginkan pernikahan 
ini dikarenakan mereka tidak mau harta keluarga jatuh ketangan orang 
lain yang tidak memiliki hubungan darah. Diawal pernikahan kami 
sering bertengkar hebat tapi akhirnya kami sama-sama menyadari, dan 
hingga sekarang keluarga  kami baik-baik saja”.1 
b. Pasangan Anti sama Ampe 
Pasangan ini menikah pada Tahun 2002, saat itu Anti sama sekali 
tidak menginginkan pernikahan tersebut. Akan tetapi atas desakan oleh kedua 
orang tuanya, akhirnya iya setuju, Anti sama sekali tidak menginginkan 
perjodohan dikarenakan usia Anti yang jauh lebih mudah dari pada Ampe, 
dan Anti juga telah memiliki pacar hubungan mereka berdua telah sangat 
serius bahkan pacar Anti berjanji akan melamarnya secepatnya. Orang tua 
Anti menjodohkannya disebabkan latar belakang keluarga Ampe yang berasal 
dari keluarga terpandang. Berjalan dua tahun pernikahan, akhirnya Anti hamil 
dan kini telah dikaruniai dua anak perempuan, kemudian pada Tahun 2008 
                                                          
1
Marti, Guru swasta, Desa Cenrana Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, Wawancara Oleh 
Penulis, 20 Juli 2014.  
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terjadi pertengkaran dalam keluarga mereka yang sangat hebat Anti bahkan 
nekat menggugat  cerai suaminya, dan akhirnya pada Tahun 2009 Anti dan 
Ampe resmi bercerai meskipun sudah dikaruniai anak.
2
 
c. Pasangan Ina sama Herman 
Pasangan ini menikah pada Tahun 2005, saat itu Ina sama sekali tidak 
menginginkan  pernikahan tersebut, dikarenakan ina juga telah memiliki 
pacar, dan hubungannya berdua telah sangat serius, bahkan pacarnya bernjanji 
akan melamarnya secepatnya, akan tetapi atas desakan kedua orang tua dan 
keluarganya akhirnya iya setuju,  dan mereka sama sekali tidak saling kenal, 
Herman bekerja dalam suatu perusahaan, dan ina sebagai pengangguran,  
orang tua Ina menjodohkan disebabkan mereka mempunyai hubungan 
keluarga. Pasangan Ina sama Herman telah dikarunia oleh dua orang anak 
perempuan dan hingga kini keluarga dalam keadaan baik-baik saja.
3
 
d. Pasangan Naje sama Sennaeni 
Pasangan ini menikah pada Tahun 2008, Sennaeni berprofesi sebagai 
petani dan Naje tidak bekerja, Naje dan Sennaeni dijodohkan dengan alasan 
agar harta keluarga sennaeni tersebut tidak jatuh ketangan orang lain yang 
diketaui bahwa keluarga ini adalah keluarga dekat. Yang diketahui  bahwa 
Sennaeni memiliki harta yang cukup banyak, karena khawatir akan harta 
                                                          
2
 Anti,  Pengangguran, Desa Cenrana Kelurahan Palattae Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, 
Wawancara Oleh Penulis,  15 juli 2014. 
3
Ina, Karyawan Swasta, Desa Cenrana Kelurahan Palattae Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, 
Wawancara Oleh Penulis,  25 juli 2014. 
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tersebut jatuh ketangan orang lain maka orang tua Sennaeni menjodohkannya 
dengan keluarganya sendiri, pernikahan mereka sama sekali tidak dikehendaki 
oleh Naje, sebab dia telah memiliki pacar, akan tetapi karena naje tidak mau 
dianggap sebagai anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua, untuk itu 
akhirnya terpaksa menuruti keinginan orang tuanya. 
 Awal pernikahannya Naje sama Sennaeni sering bertengkar, dan 
keluarga sendiri sudah pasrah sebab mereka tak dapat berbuat apa-apa karena 
mereka semua mengetahui tidak ada rasa cinta diantara naje sama sennaeni, 
setelah satu tahun pernikahan suasana kacau sedikit meredam naje dan 
sennaeni tidak lagi sering bertengkar dan hingga saat ini mereka telah 
memiliki satu orang anak.
4
  
 Adapun pendapat para tokoh agama, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat: 
a. Tokoh agama  
Pernikahan karena perjodohan  itu sah-sah saja atas ada rasa suka rela 
dari kedua belah pihak, dan kemudian dilihat dari alasan dan atas dasar apa 
orang tua tersebut ingin menjodohkan anaknya. Karena yang banyak terjadi 
dimasyarakat tersebut adanya salah satu pernikahan perjodohan karena adanya 
hubungan kekerabatan atau keluarga dekat. Kemudian jika ditanya mana yang 
lebih baik pernikahan karena dijodohkan atau pernikahan karena pilihan 
sendiri ?. tentu saya menjawab: menikah  karena atas dasar pilihan sendiri, 
                                                          
4
 Naje, Pengangguran, Desa Cenrana Kelurahan Palattae Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, 
Wawancara Penulis, 26 juli 2014. 
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dengan alasan karena yang tahu asam manisnya rumah tangga saya nanti 
adalah saya sendiri bukan orang tua saya ataupun orang lain. Tapi saya akui 
bahwa tidak sedikit juga yang menikah karena perjodohan itu langgeng-
langgeng saja.
5
 
b. Tokoh pendidikan  
Pada dasarnya saya tidak setuju dengan nikah perjodohan karena 
menurut saya anak mempunyai hak untuk memilih siapa yang pantas untuk 
menjadi pendamping hidupnya kelak. Walaupun memang tidak sepenuhnya 
lepas dari pantauan orang tua. Akan tetapi dalam kaitannya dengan dunia 
pendidikan, jika anak tersebut masih mampu otak dan materi untuk 
melanjutkan pendidikannya. Memang pendidikan tidak menjadi alasan 
penghalang untuk tidak terjadinya sebuah pernikahan tapi ada baiknya 
menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu sampai anak tersebut siap untuk 
nikah.
6
 
c. Tokoh masyarakat  
Masyarakat di kampung Desa Cenrana memandang bahwa pernikahan 
yang dilakukan karena sebab dijodohkan itu sampai saat ini memang lebih 
dominan begitupun dengan pernikahan dengan yang atas dasar pilihan anak 
itu sendiri. Akan tetapi akibat dari pernikahan karena perjodohan tidak 
                                                          
5
 Tokoh Agama, Desa Cenrana Kelurahan Palattae Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, 
Wawancara Penulis, 26 juli 2014. 
6
 Tokoh Pendidikan, Desa Cenrana Kelurahan Palattae Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, 
Wawancara Penulis, 27 juli 2014. 
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mengalami kegagalan dengan bukti rumah tangga mereka tetap langgeng 
hingga mereka memiliki keturunan. Kemudian masyarakat dikampung Desa 
Cenrana memang sangat menjunjung tinggi arti dari sebuah pernikahan, dan 
memang orang tua disini sangat memperhatikan keutuhan rumah tangga anak-
anaknya, hingga akan berusaha sekuat tenaga dan akan melakukan berbagai 
cara agar supaya pernikahan anak-anak mereka tidak jatuh kelemba 
perceraian.
7
 
 Berdasakan hasil wawancara dan data-data yang diperoleh maka penulis 
menjabarkan dampak-dampak pernikahan karena paksaan adalah sebagai berikut: 
a. Pernikahan karena perjodohan yang tidak dilandasi unsur sukarela 
mengakibatkan pernikahan tersebut tidak dapat bertahan lama. Pasangan 
suami istri terus mengalami pertengkaran yang tiada hentinya. Sehingga 
tujuan awal pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan 
warahma tidak dapat terlaksana. 
b. Adanya rasa trauma terhadap anak. Rasa trauma yang dialami oleh anak 
akibat kegagalan dari pernikahannya mengakibatkan anak tersebut enggan 
lagi untuk menjalani bahtera rumah tangga. Anak akan menganggap 
pernikahan  itu seperti neraka dan enggan untuk menikah dikarenakan takut 
mengalami kegagalan. 
                                                          
7
 Tokoh Masyarakat, Desa Cenrana Kelurahan Palattae Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, 
Wawancara Penulis, 27 juli 2014. 
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c. Tingkat perceraian semakin meningkat, meski tak jarang pernikahan karena 
perjodohan berakhir dengan bahagia, tapi tak jarang juga berakhir dimeja 
hijau (pengadilan). Jika terjadi perceraian seperti ini maka yang salah dalam  
hal ini adalah orang tua. Sebab merekalah yang memaksakan kehendaknya 
terhadap anaknya. 
Adanya pernikahan perjodohan sebenarnya butuh tinjauan khusus serta 
pemahaman terhadapnya. Seorang anak tidaklah serta merta menyalahkan orang tua 
mereka sebab tidak ada satupun orang tua yang menginginkan anaknya menderita 
apalagi bercerai. Untuk itu kita sebagai anak memberitahukan kepada orang tua agar 
mereka dapat memahami tanggung jawab mereka. Adanya pernikahan karena 
perjodohan memiliki beberapa factor: pertama, orang tua yang bertindak sebagai wali 
khawatir harta kekayaan mereka berpindah tangan. Kedua, faktor keturunan, orang 
tua terkadang memilih pasangan untuk anaknya terlebih dahulu harus mengetahui 
asal-usul keluarga dari pasangan anaknya. Ketiga, faktor kesamaan (sekufu), rata-rata 
orang tua menginginkan anaknya memilih jodoh yang sekufu, misalnya jika anaknya 
pegawai maka calonnya juga harus pegawai. 
D. Tinjauanm Undang-undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 terhadap 
Perkawinan Paksa dan KHI 
 Secara hukum  kawin paksa adalah perkawinan yang dilaksanakan tanpa 
didasari atas persetujuan kedua calon  mempelai, hal ini bertentangan dengan pasal 6 
ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan harus 
didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Syarat pernikahan pasal 6 ayat 
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(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan harus didasarkan atas 
persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Adanya 
persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan 
dimaksudkan agar supaya setiap orang dengan bebas memilih pasangannya untuk 
hidup berumah tangga dalam perkawinan. Munculnya syarat persetujuan dalam 
Undang-Undang Perkawinan, dapat dihubungkan dengan sistem perkawinan pada 
zaman dulu, yaitu seorang anak harus patuh pada orang tuanya untuk bersedia 
dijodohkan dengan orang yang dianggap tepat oleh orang tuanya. Sebagai anak harus 
mau dan tidak dapat menolak kehendak orang tuanya, walaupun kehendak anak tidak 
demikian. Untuk menanggulangi kawin paksa, Undang-Undang Perkawinan telah 
memberikan jalan keluarnya, yaitu suami atau istri dapat mengajukan pembatalan 
perkawinan dengan menunjuk pasal 27 ayat (1) apabila paksaan untuk itu dibawah 
ancaman yang melanggar hukum. 
 Ringkasnya, perjodohan hanyalah salah satu cara untuk menikahkan. Orang 
tua dapat menjodohkan anaknya. Tapi hendaknya meminta izin dan persetujuan dari 
anaknya, agar pernikahan yang diselenggarakan, didasarkan pada keridhaan masing-
masing pihak, bukan keterpaksaan. Pernikahan yang dibangun di atas dasar 
keterpaksaan, jika terus berlanjut, akan mengganggu keharmonisan  
calon isteri. Wajib bagi wali untuk menanyai terlebih dahulu kepada calon rumah 
tangga. 
Dalam pernikahan ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Salah satunya 
adalah kerelaan isteri, dan mengetahui kerelaannya sebelum diaqad nikahkan. 
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Perkawinan merupakan pergaulan abadi antara suami isteri. Kelanggengan, 
keserasian, persahabatan tidaklah akan terwujud apabila kerelaan pihak calon isteri 
belum diketahui. Islam melarang menikahkan dengan paksa, baik gadis atau janda 
dengan pria yang tidak disenanginya. Akad nikah tanpa kerelaan wanita tidaklah sah. 
Ia berhak menuntut dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh walinya dengan 
paksa tersebut. 
Perjodohan yang dilakukan orang tua untuk anak, hanyalah salah satu jalan 
untuk menikahkan anaknya itu dengan seseorang yang dianggap tepat menurut 
mereka. Padahal tepat menurut orang tua belum tentu tepat menurut sang anak. Orang 
tua boleh-boleh saja menjodohkan anaknya dengan orang lain, tapi hendaknya tetap 
meminta izin dan persetujuan dari anaknya, agar pernikahan yang dilaksanakan 
nantinya berjalan atas keridhoan masing-masing pihak, bukan keterpaksaan. Karena 
pernikahan yang dibangun di atas dasar keterpaksaan adalah harom hukumnya, dan 
jika terus berlanjut, hanya akan mengganggu keharmonisan dalam berumah tangga 
anaknya kelak. 
Penjelasan ringkas:  
Di antara kemuliaan yang Allah Ta’ala berikan kepada kaum wanita setelah 
datang Islam adalah bahwa mereka mempunyai hak penuh dalam menerima atau 
menolak suatu lamaran atau pernikahan, yang mana hak ini dulunya tidak dimiliki 
oleh kaum wanita di zaman jahiliah. Karenanya tidak boleh bagi wali wanita 
manapun untuk memaksa wanita yang dia walikan untuk menikahi lelaki yang wanita 
itu tidak senangi. 
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Karena menikahkan dia dengan lelaki yang tidak dia senangi berarti 
menimpakan kepadanya kemudharatan baik mudharat duniawiah maupun mudharat 
diniah (keagamaan). Dan sungguh Nabimuhamad shallallahu alaihi wasallam telah 
membatalkan pernikahan yang dipaksakan dan pembatalan ini menunjukkan tidak 
sahnya, karena di antara syarat sahnya pernikahan adalah adanya keridhaan dari 
kedua calon mempelai.  
Akan tetapi larangan memaksa ini bukan berarti si wali tidak punya 
kewenangan sama sekali dalam pemilihan calon suami wanita yang dia walikan. 
Karena bagaimanapun juga si wali biasanya lebih pengalaman dan lebih dewasa 
daripada wanita tersebut. Karenanya si wali disyariatkan untuk menyarankan saran-
saran yang baik lalu meminta pendapat dan izin dari wanita yang bersangkutan 
sebelum menikahkannya Tanda izin dari wanita yang sudah janda adalah dengan dia 
mengucapkannya, sementara tanda izin dari wanita yang masih perawan cukup 
dengan diamnya dia, karena biasanya perawan malu untuk mengungkapkan 
keinginannya. 
Hukum pekawinan nasional Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No. 
1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 dan khusus untuk 
masyarakat Islam Indonesia hukum perkawinan itu dijabarkan dan dijelaskan oleh 
Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI muncul karena adanya kebutuhan untuk 
menyeragamkan atau unifikasi hukum. Sebelum adanya KHI, para hakim agama 
mempunyai independensi (kewenangan) dalam menetapkan keputusan atas kasus-
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kasus yang mereka jumpai, berdasarkan ijtihad mereka masing-masing. Biasanya 
ijtihad itu bersumber dari bacaan mereka atas kitab-kitab (khususnya fikih) yang 
dapat mereka akses.  
Pada pokoknya, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KHI bidang Hukum 
Perkawinan adalah  penegasan ulang tentang tentang hal-hal yang telah diatur dalam 
UU No. 1 Tahun 1974 diikuti dengan penjabaran lanjut terhadap ketentuan-ketentuan 
UU itu dan PP No. 9 Tahun 1975. Ketentuan pokok yang bersifat umum dalam UU 
No. 1 Tahun 1974 dirumuskan dan dijabarkan yang akan dijadikan  ketentuan yang 
bersifat khusus sebagai aturan Hukum Islam yang akan diberlakukan bagi mereka 
yang beragama Islam. Dengan kata lain buku I KHI bidang perkawinan merupakan 
aturan dan hukum khusus yang akan diberlakukan dan diterapkan secara khusus bagi 
masyarakat Indonesia yang  beragama Islam.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian tentang budaya kawin paksa di Desa 
Cenrana  Kec. Kahu Kab. Bone maka dapat ditarik kesimpulan antara lain 
sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan pernikahan dikampung di Desa Cenrana  kelurahan Palattae 
kec, kahu kab. Bone secara umum tidak ada yang berbeda dengan 
pernikahan yang dilakukan di daerah makassar, masyarakat di Desa 
Cenrana juga memiliki adat atau kebiasaan yang sama dalam hal 
pelaksanaan pernikahan, Mereka masih berpegang pada kebiasaan-
kebiasaan yang dilakukan sebelum pada saat dan setelah pernikahan mulai 
dari ritual adat pada saat lamaran hingga selesainya resepsi, acaranya biasa 
dilaksanakan dengan perayaan yang besar-besaran hingga larut malam. 
Dalam upacara perkawinan adat masyarakat bugis yang disebut 
appabbottingeng ritana ugi terdiri atas beberapa tahap kegiatan,  kegiatan-
kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang berurutan yang tidak boleh 
saling tukar menukar, kegiatan ini hanya dapat dilakukan oleh masyarakat 
bugis bone yang betul-betul masih memelihara adat istiadat. Kegiatan-
kegiatan itu meliputi: 1. Mattiro (menjadi tamu), adalah mattiro artinya 
melihat dan memantau dari jauh atau membuat jalan. Maksudnya calon 
mempelai laki-laki melihat calon mempelai perempuan dengan cara 
bertamu dirumah calon mempelai calon perempuan apabila dianggap 
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layak, maka  dilakukan langkah selanjutnya. 2. Mappesse-pesse (mencari 
informasi), 3. Mammanuk-manuk (mencari calon), 4. Madduta malino, 
Malino artinya terang-terangan mengatakan suatu yang tersembunyi, duta 
malino adalah utusan resmi keluarga laki-laki kerumah perempuan untuk 
menyampaikan amanat secara terang-terangan apa yang telah dirintis 
sebelumnya pada waktu mencari informasi dan mencari calon. 5. 
Mappasiarekkeng, mappasiarekkeng artinya mengikat dengan kuat, biasa 
juga disebut dengan mappettuada maksudnya kedua belah pihak bersama-
sama mengikat janji yang kuat atas kesepakatan pembicaraan yang dirintis 
sebelumnya.  
2. Dampak pernikahan karena paksaan khususnya dikampung di Desa 
Cenrana kelurahan palattae, kec, kahu kab. Bone, yakni berdampak positif 
karena penduduk di sana sangat menjunjung tinggi sebuah perkawinan dan 
semuanya berakhir dengan bahagia hingga semua dikaruniai keturunan, 
meskipun tidak dapat dipungkiri ada juga yang berakhir dengan perceraian 
tapi itu sangat sulit di jumpai dalam kehidupan di desa cenrana. 
3. Tinjauan undang-undang perkawinan No. I Tahun 1974 terhadap 
perkawinan paksa dan KHI, Secara hukum kawin paksa adalah perkawinan 
yang dilaksanakan tanpa didasari atas persetujuan kedua calon mempelai, 
hal ini bertentangan dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 yang berbunyi: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua 
calon mempelai. Syarat pernikahan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan 
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kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Adanya 
persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan 
dimaksudkan agar supaya setiap orang dengan bebas memilih pasangannya 
untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan. selanjutnya ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam KHI bidang Hukum Perkawinan adalah 
penegasan ulang  tentang hal-hal yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 
1974 diikuti dengan penjabaran lanjut terhadap ketentuan-ketentuan UU 
itu dan PP No. 9 Tahun 1975. Ketentuan pokok yang bersifat umum dalam 
UU No. 1 Tahun 1974 dirumuskan dan dijabarkan yang akan dijadikan 
ketentuan yang bersifat khusus sebagai aturan Hukum Islam yang akan 
diberlakukan bagi mereka yang beragama Islam. Dengan kata lain buku I 
KHI bidang perkawinan merupakan aturan dan hukum khusus yang akan 
diberlakukan dan diterapkan secara khusus bagi masyarakat Indonesia 
yang  beragama Islam.  
B. Saran 
Dari pembahasan secara menyeluruh terhadap pernikahan karena 
paksaan di kampung di Desa cenrana, kelurahan palattae, kecamatan kahu, 
kabupaten Bone, maka penulis memberikan saran-saran untuk dapat dipahami 
dan dapat bermanfaat serta diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat.  
1. Pernikahan hendaknya dilakukan secara sukarela antara kedua belah pihak 
yang mengadakan perikatan guna mencapai  tujuan dari sebuah pernikahan 
tersebut. Yakni keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahma. 
Meskipun pernikahan karena paksaan itu tidak sebenarnya berakhir buruk, 
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akan tetapi pada prinsipnya pernikahan harus dilakukan secara sukarela 
sesuai dengan asas dan prinsip dalam perkawinan 
2. Alasan orang tua yang menganggap anaknya tak mampu memilih 
pasangannya sendiri dengan baik, tidak dapat dijadikan alasan untuk 
menikahkan anak dengan jalan paksaan sebab itu telah mmenyalahi hak 
asasi manusia. Meskipun orang tua adalah orang yang telah melahirkan, 
merawat dan mmenjaga tapi perlu di ingat bahwa anak adalah titipan allah 
SWT yang harus dijaga dan dilindungi serta memmberikan yang terbaik 
agar anak merasa bahagia. 
3. Menikahkan anak dengan jalan paksaan dikarenakan khawatir apabila 
harta kekayaan yang dia miliki jatuh ketangan orang lain serta menjaga 
hubungan kekeluargaan semakin dekat. Hal seperti ini tidak dapat 
dijadikan alasan untuk menikahkan anaknya karena pernikahan karena 
paksaan dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga serta 
berdampak bagi sikologi anak. 
4. Seorang anak tidak boleh sertamerta menganggap bahwa apa yang 
dilakukan oleh orang tua adalah  kesalahan. Sebab tidak ada orang tua 
yang berniat buruk terhadap anaknya. Berikanlah pemahaman kepada 
orang tua bahwasanya kalian bisa memilih jodoh yang terbaik buat kalian 
dan tidak akan mengecewakannya. 
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 H.  Kerangka Isi Penelitian (outlain) 
 Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sistematika penulisan yang disusun 
ke dalam v bab masing-masing bab di bagi lagi ke dalam beberapa sub bab yang merupakan 
pokok bahasan dari bab yang bersangkutan tiap tiap bab tersebut disusun sebagai berikut : 
 Bab I adalah bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 
masalah defenisi operasionan fariabel, serta tujuan dan kegunaan penelitian dan diakhiri 
dengan kerangka isi penelitian (outlain). 
 Bab II adalah tinjauan pustaka yang terdiri dari beberapa sub bab yang 
menggambarkan landasan dan kejian teoritis  diantaranya sub bab tentang  perkawinan paksa 
yang terdiri dari beberapa bagian yaitu pengertian perkawinan paksa, hukum melakukan 
perkawinan paksa, perkawinan paksa menurut undang undang perkawinan No.1 Tahun 1974 
dan KHI. 
 Bab III adalah metodologi penelitian, yang terdiri dari jenis dan lokasi penelitian, 
metode pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, serta metode 
pengolahan dan analisis data. 
 Bab IV adalah bab tentang hasil penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab, sistem 
budaya kawin paksa, analisis undang undang perkawinan No.1 Tahun 1974 dan KHI tentang 
kawin paksa, pemahaman masyarakat tentang kawin paksa, dan pemahaman masyarakat 
tentang undang undang perkawinan dan KHI tentang kawin paksa. 
 Bab V adalah penutup yang terdiri dari  kesimpulan dan implikasi penulisan. 
Kesimpulan merupakan penegasan jawaban atas rumusan masalah dan implikasi sebagai 
saran atas kesimpulan yang di tarik. 
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